
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

 
NOMOR  7 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG 

TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK 

PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan 

tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengaturan tenaga ahli 
dan kelompok pakar/tim ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 tentang 
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 tentang Tenaga 
Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

SALINAN 



 


